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- Konsekuensi Menjadi Pegawai
Negeri dan Pejabat Negara

UANG ...
..Dari Hal 1

dinas per orang hingga Rp2,5
juta per hari.

“Ambil contoh ada sebuah
daerah yang menetapkan per-
jalanan dinas satu hari Rp 1,5
juta sampai Rp 2,5 juta (per
orang). Begitu kita tahu itu,
langsung kita ingatkan. Bah-
waitutidak dibenarkan,” kata
Reydonnyzar di Gedung Kem-
dagri, Rabu (3/12).

Sayangnya pria yang akrab
disapa Donny ini, tidak ber-
sedia menyebut daerah mana
yang diingatkan tersebut. Ia
hanya menyatakan bahwa ter-
hadap daerahyang melakukan

. hal tersebut, diingatkan me-
matuhiketentuan undang-un-
dang dengan mengacu Angg-
aran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).

“Diperintahkan untuk
mengikuti dan mengacu
APBN, yakni Rp 430.000 hing-
ga Rp 530.000 per hari untuk
satu dinas. Bayangkan kalau
Rp 1,5 juta sampai Rp 2,5 juta
per hari. Lima hari nongkro-
ng di pusat saja, itu sudah Rp
12,5 juta dia dapat. Itu per di-
nas, per kepala. Jadi yangsi-
fatnya pemborosan, tidak he-
mat APBD itu kita pangkas,”

katanya.

Sementarasuratedaran hid-
up sederhana juga dikeluar-
kan menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi (PAN-RB), bu-
kan hanya sekedar imbauan.
Ada perangkat sanksi yang
telah disiapkan bagi pada
aparatur negara yang tidak
menjalankannya.

“Kalau enggak mau mengi-
kuti kaidah kelaziman ya ti-
dak usah jadi pejabat. Tidak
usah menjadi pegawai negeri.
Semua (aturan) itu ada sank-
sinya,” kata Menteri PAN-RB
Yuddy Chrisnandi seusai si-
dang kabinet di Kantor Pres-
iden, Jakarta, kemarin (3/12).

Dia menambahkan, ke-
beradaan aturanbeserta sank-
si tersebut adalah konsekue-
nsi ketika seseorang menjadi
pegawal negeri dan pejabat
negara. “Harus dipahami ka-
lau menjadi pegawai negeri
juga menjadi pejabat itu se-
buah pilihan. Aturannya, ha-
rusmerakyatdan harus seder-
hana,” imbuh menteri asal
Partai Hanura tersebut.

Yuddy memaparkan, sank-
si akan mulai diberlakukan
pada pelanggaran-pelangga-
ran yang dilakukan per 1 De-
semberlalu. Bentuknya, mulai
hukuman paling ringan beru-

pa teguran hingga pemberi-
an mosi yang berujung pada
penurunan jabatan. “Jadi,
enggak langsung mosi. Sank.
sinya bertahap. Mudah-mu-
dahan, cukup teguran sudah
tidak diulangi lagi,” katanya.”

Surat Edaran No. 13 tahun
2014 tentang gerakan hid-
up sederhana tersebut mulai
dirilis pada 20 November2014
lalu. Ada empat poin pesan
yang menjadi titik tekan. Mu-
lai dari aparatur negara agar
membatasi diri ketika meng-
gelar acara seremonial sema-
cam resepsi pernikahan, ta-
syakuran, dan sejenisnya.
Maksimal hanya boleh me-
nyebar 400 undangan untuk
maksimal kehadiran 1.000
orang.

Aparatur negara juga harus
membawa diri secara patut
dan empatik di lingkungan
masyarakat. Atau, dengan
kata lain tidak tampil ber-
mewah-mewahan. Kemudi-
an, ada pula agar aparat ti-
dak menghambur-hambur-
kan uang untuk membeli ka-
rangan bunga untuk seke-
dar memberi ucapan pada
atasan atau kolega pejabat
pemerintahan. Terakhir, se-
gala bentuk publikasi adver-
torial yang butuh biaya tinggi
dibatasi.

“Bagi yang belum men-
jalankan 1 bulan ke belakang
masih kami maklumi kare-
na mungkin telanjut terikat
dengan kontrak atau lainnya.
Tapi, kedepan akan ada tin-
dakan,” tandas Yuddy.”

Sebagai bentuk keseriu-
san, dia mengungkapkan,
kementeriannya juga telah
membentuk tim khusus un-
tuk mengawasi pelaksanaan
surat edaran tersebut. Yaitu,
tim deputi pengawasanrefor- -
masi birokrasi.

Menko Perekonomian So-
fyan Djalil menambahkan,
selain mendorong efisien-
si di segala lini, pemerintah
mulai tahun depan juga akan
meminta PNS agar tidak han-
ya duduk di belakang meja. .
“Kami minta lebih sering
turun ke lapangan. Khusus-
nya, PNSyang terkait dengan
pelayanan publik,’ ujarnya.

Menurut Sofyan, pemerin-
tah sudah bertekad melaku-
kan reformasibirokrasi untuk
memperbaiki layanan publik.
Dengan turun langsung ke la-
pangan, PNS diharapkan bisa
mengetahuipermasalahan se-
hingga perbaikan layanan bisa
segera dilaksanakan. “Intin-
ya, kita minta semua aparat
pemerintahuntukbekerjaleb-
ih keras,” katanya. (jpnn)




